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ABSTRACT

Advertising Tax Policy Implementation in Lubuklinggau

The issuance of Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law
No. 28 of 2008 on the financial balance between the central government and local
governments is one of the cornerstones of Juridical for the development of
regional autonomy in Indonesia. Regional Income is a source of revenue that
comes from some of the results of the reception area and one derived from local
tax revenue. One type of tax that draws from all taxes Lubuklinggau focused by
the Government, namely the advertisement tax. In order to regulate the
management of the advertisement tax, was issued the Regional Regulation No. 10
of 2011 concerning advertisement tax and to regulate the implementation of the
PERDA tekni, Mayor Lubuklinggau Government issued Decree No. 26 of 2012
on Technical Guidelines for the Implementation of the Regional Tax Collection,
so that manages the advertising tax and the Integrated Licensing Service Agency
Investment and Regional Revenue Oftice. The Mayor's enactment by the fatherly
initial goal is to improve services and the effectiveness of advertisement taxation.

The researchers conducted the first goal, to find out how the Advertising
Tax Policy Implementation in Lubuklinggau, both to determine the constraints
faced in the implementation of Advertisement Tax Policy in Lubuklinggau. In this
study, the research method used is descriptive research method with qualitative
analysis method to conduct interviews, observation and using the resource persons
/ informants of this research came from the Integrated Licensing Service Agency
and Investment and the Regional Revenue Office Lubuklinggau.

The conclusion of this study is the Advertising Tax Policy
Implementation in Lubuklinggau can not be said to be going well, because there
are deficiencies in the Integrated Licensing Service Agency and Investment and
the Regional Revenue Office, both in terms of human resources (HR) and
infrastructure owned. And the Advertising Tax Policy Implementation in
Lubuklinggau should be done in one institution.

Keywords: Advertising Tax Policy Implementation in Lubuklinggau
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ABSTRAKSI
Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
merupakan salah satu landasan Yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di
Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang
berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari
penerimaan pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak
yang difokuskan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, yaitu pajak reklame. Guna
mengatur pengelolaan pajak reklame, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 10
tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan untuk mengatur pelaksanaan tekni
PERDA tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26
tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah,
sehingga yang mengelola pajak reklame Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah. Dikeluarkannya Peraturan
Walikota tersebut dengan tujuan awal adalah untuk meningkatkan pelayanan serta
efektifitas pemungutan pajak reklame.

Peneliti ini dilakukan dengan tujuan pertama, untuk mengetahui
bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau, kedua
untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan
Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau. Dalam penelitian ini, metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode
analisis kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan menggunakan
narasumber/informan dari penelitian ini berasal dari Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah Kota
Lubuklinggau.

Kesimpulan penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pajak Reklame
di Kota Lubuklinggau belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena masih
terdapat kekurangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal maupun Dinas Pendapatan Daerah tersebut, baik dari segi sumber daya
manusia (SDM) maupun Prasarana yang dimiliki. Dan dalam Implementasi
Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau sebaiknya dilakukan di satu
lembaga saja.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau
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BAB IV
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau
Tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang
Kelingi Ilir, di bawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri
ibu kotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu
dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau
menjadi Ibukota Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan.
Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan
Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota
Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang.
Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II
Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 1981 Tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan
statusnya sebagai Kota Administratif.
Pemerintah Kota Lubuklinggau merupakan daerah otonom yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang

Pembentukan Kota Lubuklinggau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Di samping itu, Lubuklinggau juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai
intermediate city yang menghubungkan kegiatan ekonomi dan bisnis dari kota-

kota besar regional lainnya dengan daerah kabupaten di sekitarnya.

4.1.2.Topografis

Dari luas wilayah 401,50 km?, kurang lebih 66,5% dataran rendah yang
subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari
hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Kota Lubuklinggau
bagian barat terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap.

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah
hujan rata-rata antara 2000-2500 mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali
ditemukan bulan kering.Selama tahun 2013 curah hujan tertinggi terjadi pada
bulan Desember dan terendah pada bulan Juni.

Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

1. Aluvial: Tanah warna coklat kekuning-kuningan, dijumpai di bagian dataran
Kota Lubuklinggau, cocok untuk tanaman padi sawah dan palawija.

2. Assosiasi Gleihumus: meliputi 7,17% dari luas kota yang sebagian besar
terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi.

3. Litosol: cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga
berpotensial untuk pengembangan ternak.

4. Regosol: sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, yang

cocok untuk tanaman padi, palawija dan tanaman keras lainnya
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4.1.5. Struktur Pemerintahan
Dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Lubuklinggau
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 yang
ditetapkan tanggal 27 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah. Maka susunan struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari:
1.1  Sekretaris Daerah
1.2 Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri 3 (tiga) Asisten dan
membawahi Bagian-bagian, dengan susunan sebagai berikut:
1.2.1 Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat dengan Bagian-bagian:
1.Bagian Administrasi pemerintahan Umum.
2.Bagian Humas dan Protokol.
3.Bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat.
4 Bagian Administrasi kemasyarakatan.
1.2.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Bagian-
bagian:
1.Bagian Administrasi Pembangunan.
2.Bagian Administrasi Sumber Daya alam.
3.Bagian Administrasi Perekonomian.
1.2.3 Asisten Administrasi Umum dengan Bagian-bagian:

1.Bagian Umum.
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2.Bagian Administrasi Keuangan.
3.Bagian Hukum.
4 Bagian Organisasi.

1.3 Kelompok Jabatan Fungsional

2.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

3. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau.

4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah terdiri:

[a—

Dinas Pendidikan

2. Dinas Sosial

(OS]

Dinas Tenaga kerja

4. Dinas Kesehatan

S. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan

7. Dinas Perikanan dan Peternakan

8. Dinas Pekerjaan Umum

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pengelolaan
Pasar

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
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12. Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
7. Kantor Lingkungan Hidup
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
9. Kantor Pelayanan Perizinan

10. Kantor Penanaman Modal
11. Kantor Ketahanan Pangan.

12. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah

6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
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7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang
terdiri:

1. 8 (delapan) Kecamatan
2. 72 (tujuh puluh dua) Kelurahan

8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum,
yang terdiri:

1. Dewan Pengawas
2. Direktur
3. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

4. Kepala Bagan Teknik

4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau

4.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan
Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46
Tahun 2014

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b.  Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi.

c.  Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
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1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data;
2. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan; dan
3. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan.
d.  Bidang Penagihan, Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan:
1. Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi,
2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan; dan
3. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi.
e. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain, membawahkan :
1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
3. Seksi Penerimaan Lain-lain.

f.  Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan :
1. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
2. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB; dan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
g.  UPTD; dan

h.  Kelompok Jabatan fungsional
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4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing secara struktur organisasi Dinas

Pendapatan Daerah adalah :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
program dan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

2. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas
pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas

pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.
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(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. menyusun rencana program, kegitan dan petunjuk teknis urusan
administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan

kepegawaian;

b. melaksanakan kegiatan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga,

perlengkapan dan kepegawaian;

c. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana serta perlengkapan dalam pelaksanaan tugas dinas;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi

umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.
(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program dan petunjuk teknis, administrasi urusan

keuangan Dinas;

b. melaksanakan rencana, program dan petunjuk teknis serta administrasi

keuangan Dinas;
¢. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dinas;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan
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f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

(3) Sub. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program,

monitoring dan evaluasi;

b. melaksanakan rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanan program,

monitoring dan evaluasi;

c. melaksanakan penghimpunan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja  Instansi ~ Pemerintah  (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD) serta laporan pelaksanaan tugas Dinas lainnya;
d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

1. Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas
pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pemantauan,
pengembangan, penyuluhan, pendataan, dan pengolahan data, pemeriksaan dan
penetapan terhadap subjek dan objek pajak. Untuk melaksanakan tugas pokok

bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan,

penetapan pajak dan retribusi daerah;
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b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan

pajak dan retribusi daerah;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pendataan, penetapan

pajak dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di

bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuail tugas

dan fungsinya.
(1) Seksi Pendataan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pengolahan data dan
memantau pelaksanaannya serta menyusun petunjuk teknis di bidang

pengolahan data;

b. menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak dan subjek
pajak serta melakukan pemeriksaan ke lapangan/lokasi dan melaporkan

hasilnya;

c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeriksaan dan Penetapan, mempunyai tugas sebagai berikut :
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a. menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan

Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;

b. melaksanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis penetapan pajak

dan retribusi daerah;

e

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja lain

sesuai denga tugas fungsinya;

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang

penetapan;
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

f.  melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pemantauan, penelitian,
pengkajian  pengembangan dan  penyuluhan dan memantau

pelaksanaannya;

b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

¢. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan,

penelitian dan penyuluhan pajak dan retribusi;

d.  menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
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e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi penagihan,
monitoring, melakukan pertimbangan dan keberatan serta pembukuan dan
pelaporan pajak dan retribusi daerah. menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penagihan dan

pembukuan dan retribusi daerah;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penagihan dan

pembukuan dan retribusi daerah;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penagihan dan

pembukuan dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain

dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

(1) Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan penagihan dan

monitoring serta memantau pelaksanaannya;
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b. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah;

c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan,

penelitian dan penyuluhan;
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pertimbangan dan

keberatan serta memantau pelaksanaannya;

b. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding

atas materi penetapan pajak daerah;

c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan,

penelitian dan penyuluhan;
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi mempunyai tugas sebagai

berikut :
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a. menyusun rencana program Kkerja dan kegiatan pembukuan dan

pelaporan serta memantau pelaksanaannya;

b. melaksanakan penyelesaian restitusi, pindah buku, rekonsiliasi pajak

daerah;

c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan,

penelitian dan penyuluhan;
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok
menyusun rencana dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari
bidang dana perimbangan dan penerimaan Lain-lain menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a. penyusunan program kegiatan dan pengelolaan dibidang dana perimbangan

dan penerimaan lain-lain;

b. penghimpunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan

dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain;

c. pelaksanaan kegiatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah

dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain;
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d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan maupun

pencairan dana dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.
(1) Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan program dan kegiatan petunjuk teknis urusan Bagi Hasil

Pajak;

b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil

pajak;
c. melaksanakan penagihan pajak serta bantuan Provinsi dan Pusat;

d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.
(2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Bagi Hasil

Bukan Pajak;

b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil

bukan pajak;

c. melaksanakan penagihan penerimaan bukan pajak dari Provinsi maupun

Pusat;
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d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya

peningkatan penerimaan bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK;
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.
(3) Seksi Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Penerimaan

Lain-lain;

b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan

lain-lain;

c. menyiapkan surat permintaan pencairan dana dibidang penerimaan lain-
lain;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya
peningkatan penerimaan lain-lain;

e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

4. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun
kebijakan teknis dan melaksanakan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan

BPHTB dalam Kota Lubuklinggau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan dan pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan, penagihan PBB

dan BPHTB;
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b. pelaksanaan pendaftaran pendataan dan pelayanan PBB dan BPHTB;

c. perhitungan besarnya PBB dan BPHTB serta menyusun data target

penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan potensi yang ada;

d. penerbitan surat ketetapan PBB dan BPHTB (SKP PBB dan BPHTB), surat
peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib pajak PBB dan BPHTB

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada
wajib pajak serta penerimaan dan pemprosesan usul keberatan dan banding

atas materi penetapan pajak PBB dan BPHTB;

f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan

PBB dan BPHTB;
g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksana tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

(1) Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis urusan Pelayanan

dan Penagihan PBB dan BPHTB;

b. melaksanakan program, kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk

teknis pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB;

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan pelayanan dan

penagihan PBB dan BPHTB;
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d. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB dan

melaporkan hasil penagihan PBB dan BPHTB;

e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB, mempunyai

tugas sebagai berikut :

a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Pendataan,

Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;

b. melaksanakan program kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis

penetapan PBB dan BPHTB;

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan Pendataan,

Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;

d. melaksanakan koordinasi dan kerjsama dengan instansi, unit kerja lain

dalam urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB, mempunyai tugas

sebagai berikut :
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a. merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis Pengolahan Data

dan Informasi PBB dan BPHTB ;

b. melaksanakan program, kegiatan dan teknis pengelolaan Data dan

Informasi PBB dan BPHTB;

c. mengkoordinir urusan pengolahan data dan perekaman objek PBB dan

BPHTB;

d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan dan
Penagihan PBB dan BPHTB kepada Kepala Bidang secara periodik

sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya

5. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada kepala Dinas.UPTD mempunyai tugas :
a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan

b. melaksanakan urusan administrasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas

Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
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a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan

fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

d. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
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Dalam pelaksanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau maka
penataan susunan organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota
Lubuklinggau Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah yaitu :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Eselon 1I/b
2. Sekretariat Eselon IIl/a
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian Eselon IV/a
b. Sub bagian Keuangan Eselon IV/a
¢. Sub bagian Program dan Monev Eselon IV/a
3. Bidang Pendataan ,penetapan pajak dan Retribusi Eselon III/b
Daerah
a. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Eselon IV/a
b. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan Eselon 1V/a
¢c. Seksi Pemantauan,pengembangan dan penyuluhan Eselon IV/a

4. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Eselon III/b

Daerah
a. Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi Eselon IV/a
b. Seksi Pertimbangan dan Keberatan Eselon IV/a
¢. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi Eselon IV/a
5. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lainnya Eselon III/b
a. Seksi Bagi Hasil Pajak Eselon IV/a
b. Seksi Bagi hasil bukan Pajak Eselon 1V/a
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¢. Seksi Penerimaan Lain-lain

6. Bidang PBB dan BPHTB

a. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB

b. Seksi Pendataan,penilaian dan penetapan PBB dan PHTB

¢. Seksi Pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB

7. Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan

No Nama Jabatan Jumlah

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretaris 1

3. Kepala Bidang 4

4, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 15

S. Staf 30

6. Tenaga Kerja Sukarela 2

7. Kepala UPTD -

8. Fungsional -
Jumlah 53

Sumber: Dispenda Kota Lubuklinggau

Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

4.3.Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau

42658 pdf

IV/a

11I/b
IV/a
IV/a

IV/a

Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terhadap implementasi

Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau dimana kebijakan tersebut terdiri
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dari 3 dimensi berdasarkan teori Implementasi menurut Ripley and Franklin,
yaitu:
1. Tingkat Kepatuhan (compliance)
2. Rutinitas Fungsi (smoothly function routines)
3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impact)
Dari dimensi tersebut kemudian memiliki indikator-indikator yang dapat
dijadikan ukuran untuk kemudian diteliti.
1. Tingkat Kepatuhan
a. Sosialisasi izin pajak reklame
b. Proses Pembuatan izin pajak reklame
c. Aturan Teknis tentang Pengendalian dan Pengawasan
d. Pembiayaan Pajak reklame
2. Rutinitas Fungsi (Smoothly Function routines)
a. Sarana fasilitas pendukung penerbitan izin pajak reklame
b. Prasarana pendukung
c. Staf pelayanan penerbitan izin reklame
3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impact)
a. Peningkatan PAD

b. Jumlah Izin reklame yang dikeluarkan

4.3.1.Tingkat Kepatuhan (compliance)
Menurut Ripley and Franklin dalam Alfatih (2010:55), paling tidak
terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni : (1) banyak faktor non-

birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dam (2) adanya
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program yang tidak didesain dengan baik. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan
pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat
ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi
ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu : (1) kepatuhan implementor
mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor
melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi

pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional atau pendekatan factual.

a) Sosialisasi izin Pajak Reklame
Sosialisasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan
implementasi kebijakan karena informasi yang disampaikan langsung kepada
masyarakat. Adapun wawancara kepada Kepala Bidang Perizinan Usaha adalah
sebagai berikut :
“...pelaksanaan sosialisasi yang kami lakukan secara umum tidak hanya
mengenai izin pajak reklame saja melainkan juga mengenai izin-izin
lainnya, adapun tempat pelaksanaannya 8 (delapan) kecamatan di Kota
Lubuklinggau...”
(wawancara, 14 April 2015)
Peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala Sub bidang Pelayanan
dan Pendaftaran Perizinan Usaha sebagai berikut :
“,..sosialisasi merupakan salah satu bentuk program Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam rangka mengenalkan
seluruh bentuk perizinan...”
(wawancara, 14 April 2015)
Agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih lengkap, peneliti

melakukan wawancara kepada salah satu warga yang mengikutl sosialisasi

tersebut, sebagai berikut :
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“...saya pernah mengikuti sosialisasi mengenai izin pajak reklame tetapi
yang dijelaskan hanya secara umum saja tidak dijelaskan secara mendetail
tentang izin pajak reklame”

(wawancara, 28 April 2015)

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk
memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak
mengenai peraturan perpajakan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi.
Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat untuk
mengetahui dan memahami norma-norma atau nilai-nilai dimana mereka menjadi
anggotanya agar dapat berperan sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai
tersebut. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat sebagai Wajib Pajak
dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai
peran masing-masing. Dalam upaya memperlancar proses pemungutan pajak
reklame terhadap masyarakat atau dunia usaha selaku Wajib Pajak, persiapan
yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Lubuklinggau tidak hanya dilakukan pada petugas semata, akan tetapi juga
terhadap Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi.

Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan
pemahaman terhadap tujuan perlu dilakukan pemungutan pajak reklame, termasuk
peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku Wajib Pajak
dapat memahami dan mengerti hakekat dari pemungutan pajak tersebut dan dapat
mendukung proses pemungutan pajak reklame itu sendiri. Melalui kegiatan
sosialisasi diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan

masyarakat dan lebih jauh lagi masyarakat benar-benar siap ketika proses yang

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.
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Dari hasil wawancara dengan ke 3 (tiga) informan di atas bahwa sosialisasi

mengenat izin reklame telah dilaksanakan. Tetapi pada faktanya pelaksanaannya

tidak hanya mengenai izin pajak reklame saja tetapi semua yang menyangkut izin-

izin lainnya. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota

Lubuklinggau hanya menjelaskan secara umum mengenai sosialisasinya. Dapat

disimpulkan bahwa masih minimnya keinginan masyarakat untuk mengetahui

secara mendalam mengenai sosialisasi pajak daerah baik pajak reklame maupun

pajak-pajak lainnya.

Tabel 4.3 Temuan pada Dimensi Tingkat Kepatuhan — Sosialisasi Izin Pajak

Reklame
Tabel 4.3
Temuan pada Dimensi Tingkat Kepatuhan
Ket.
No.
Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Sosialisasi Izin Pajak | Informasi masih minimnya
Reklame langsung dari keinginan masyarakat
petugas untuk mengetahui secara
mendalam mengenai
sosialisasi pajak daerah
baik  pajak  reklame
maupun pajak-pajak
lainnya sehingga menjadi
penghambat dalam
mencapai tujuan
b) Proses Pembuatan Izin Reklame pada Badan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal
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Prosedur Pembuatan Izin Reklame

Gambar 4.7
[ pemohon J
A
Mengisi formulir Menerima dan
dan melengkapi memeriksa
persyarataan berkas
A l
( Ya Membuat tanda
L Lengkap j———* terima berkas
Tidak * pemohon
Pemeriksaan \
lapangan (Tim [ . j
Tidak L Toknis) Resi Berkas
Bank (bendahara i Ya
penerimaan Pemohon
menerima bukti menerima dan Cetak Cetak surat izin dan
pembayaran membayar SKRD pengadministrasian izin
pajak retribusi

retribusi dan
menyerahkan izin

s Pemohon

surat izin

Sumber : data primer (diolah) BPPTPM

Alur ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan yang di lakukan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Untuk kejelasan
yang lebih detail peneliti melakukan wawancara kepada staf pelayanan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai berikut :

”.untuk dapat menyelenggarakan reklame di Kota Lubuklinggau
penyelenggara reklame harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota
dengan mengisi formulir pendaftaran Pembuatan izin kemudian tim
memverifikasi berkas kelengkapan apabila telah sesuai kami bersama tim
teknis Dispenda akan turun kelapangan memeriksa reklame yang akan di
pasang..”

(wawancara, 8 april 2015)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42658.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42658 pdf

mempengaruhi pengambilan keputusan izin penyelenggaraan reklame di Kota
Lubuklinggau. Baik izin yang diterima maupun ditolak Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tetap membuatkan Surat Keputusan.
Untuk izin yang ditolak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal memberikan alasan penolakan permohonan izin reklame, sedangkan untuk
izin yang diterima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
membuatkan surat keputusan dan surat pengantar yang nantinya akan diberikan
kepada Dinas Pendapatan Daerah guna menghitung seberapa besar pajak yang
harus dibayarkan oleh pemohon izin reklame agar izin dapat diberikan dan
penyelenggaraan reklame bisa dilaksanakan setelah pajak dibayar, pemohon
memberikan salinan Surat Ketetapan Pajak daerah dan Surat Setor Pajak Daerah
ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai bukti
bahwa pajak sudah dibayarkan. Setelah itu izin reklame dapat diambil oleh
pemohon dan reklame bisa diselenggarakan.

Untuk melaksanakan mekanisme penyelenggaraan reklame, diperlukan
dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan reklame di
Kota Lubuklinggau. Dasar hukum yang terkait dalam penyelenggaraan reklame
adalah Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak daerah. Peraturan
inilah yang melandasi tahapan penyelenggaraan reklame. Reklame yang dipasang
di Kota Lubuklinggau harus memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan reklame
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan
Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 26 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak. Penyelenggaraan reklame harus mengutamakan

prinsip kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
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norma agama dan kesusilaan, selain itu penyelenggaraan reklame harus memenuhi
aspek keindahan, keserasian, ketertiban dan keselamatan masyarakat serta harus
sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW). Untuk Nilai Sewa Reklame (NSR)
dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

a. Jenis reklame;

b. Bahan yang digunakan;

o

. Lokasi penempatan;

o

. Jangka waktu penyelenggaraan;

e. Jumlah media reklame;

)

Ukuran media reklame :

1. Menghitung luas reklame dengan bentuk gambar, kalimat dan huruf
diambil yang paling luar yaitu dengan cara menarik garis lurus vertikal
dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas
panjang dikalikan lebar;

2. Ukuran reklame yang berbentuk lingkaran dan / atau sejenisnya,
ukurannya dikenakan luasnya yaitu dengan rumus : Luasnya = (22 : 7) x
Jari-jari x Jari-jari;

3. Untuk reklame yang berbentuk silinder, prisma, kerucut, dan / atau

sejenisnya ukurannya dihitung berdasarkan luas permukaan.
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Proses yang dilakukan dalam pembuatan izin reklame ini sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal, baik dari verifikasi data maupun syarat-syaratnya.

c. Aturan Teknis tentang Pengendalian dan Pengawasan
Dalam hal ini peneliti melihat apakah ada aturan mengenai pengendalian
dan pengawasan reklame itu sendiri yang menyalahi Peraturan Daerah No. 10
tahun 2011 dan peneliti melakukan wawancara kepada staf Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan staf pada Dinas Pendapatan
Daerah.
Adapun wawancara yang kepada staf Bidang Perizinan Usaha adalah sebagai
berikut :
”... terhadap pelanggaran atau reklame yang tidak memiliki izin sudah
tercantum dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 Pasal 74 mengenai
Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian...”
(wawancara, 14 april 2015)
Dan kemudian melanjutkan wawancara kepada staf Bidang Pendataan, Penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
”. Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 telah mengatur mengenai reklame
ilegal dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya dan dalam prakteknya,
penertiban bekerjasama dengan SKPD yang terkait...”
(wawancara, 9 april 2015)
Melihat kondisi yang ada pada wawancara diatas, peneliti mengambil
kesimpulan yang terkait di dalam bidang pengawasan. Untuk itu peneliti akan

mempertanyakan lebih detail mengenai pengawasan pajak rekame kepada Kepala

Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
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Dalam setiap penyelenggaraan reklame di Kota Lubuklinggau, reklame
harus dikendalikan dan diawasi agar penyelenggaraan reklame masih sesuai
dengan prinsip penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak daerah. Selain itu pengendalian dan
pengawasan juga diperlukan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Lubuklinggau dari Sektor Pajak Reklame. Tugas pengendalian dan
pengawasan reklame yang dipasang di Kota Lubuklinggau dilakukan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dibantu juga dengan tim
teknis yang terdiri dari Sat Pol-PP, Dinas Pendapatan daerah, Bagian Hukum dan
Dinas Pekerjaan Umum. Pengendalian dan pengawasan dilakukan selama izin
berlaku. Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan kondisi reklame
dilapangan dengan data informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Pengendalian dan pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui bahwa
penyelenggaraan reklame tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Lubuklinggau. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan
Walikota Lubuklinggau Nomor 26 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 mengenai
standar pemasangan reklame yaitu :

1. Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame;
2. Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsure SARA (suku,
agama, ras dan antar golongan) dan menjaga norma kesopanan;
b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek

keindahan;
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c¢. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar
konstruksi;

d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh
kewajiban perpajakan;

e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu
lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Dalam upaya peningkatan pemungutan penerimaan pajak reklame, maka
pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan
pemungutan tersebut. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu
pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Disamping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau
penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Kemudian
melalui pengawasan juga dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-
kendala yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga dapat dicarikan
pemecahan jalan keluarnya. Pengawasan tidak hanya ditunjukkan kepada wajib
pajak saja tetapi juga petugas pemungut. Jadi dari hasil wawancara ketiga
informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah

mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan reklame.

d. Pembiayaan izin Pajak Reklame dan Penerbitan Pajak Reklame

Dalam hal ini peneliti melihat apakah dalam proses pembuatan izin pajak

reklame dan Penerbitan Pajak Reklame ini ada atau tidak ada biaya yang diajukan
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oleh calon wajib pajak, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada
Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Kepala

Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

”...dalam hal pembuatan izin reklame tidak dikenakan biaya atau retribusi

karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal hanya

mengeluarkan izin reklame/promosi saja untuk pajak reklame para wajib
pajak membayar pada Dinas Pendapatan Daerah..”

(wawancara, 8 April 2015)

Dan kemudian melanjutkan wawancara kepada Kepala Dinas Pendapatan
Daerah sebagai berikut :

”...dalam hal pajak reklame dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 10 tahun 2011 dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Daerah Nomor 26 tahun 2012..”

(wawancara, 9 April 2015)

Pelaksanaan pajak reklame tidak terlepas dari siapa yang akan dikenakan
pajak reklame atau subjek yang akan dikenakan pajak reklame. Jika disesuaikan
pada Bab VI Pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Kota Lubuklinggau, bahwa :

a. Pasal 21, Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas
penyelenggaraan reklame
b. Pasal 22, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Objek pajak sebagimana dimaksud meliputi :

1) Reklame papan / billboard /videotron / megatron / dan sejenisnya;
2) Reklame kain;
3) Reklame melekat;

4) Reklame selebaran;

5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
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6) Reklame udara;

7) Reklame apung;

8) Reklame suara;

9) Reklame film / slider;

10) Reklame peragaan.

Dan tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. Label / merk produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis lainnya;

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi
tersebut; dan

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

subjek dari pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi yang
menyelenggarakan reklame. Dengan kata lain perubahan status dari subjek pajak
menjadi wajib pajak adalah ketika penyelenggara reklame melakukan perizinan.
Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak diatur pada Pasal 24
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Kota Lubuklinggau. Jadi dapat

disimpulkan bahwa pembuatan izin reklame tidak dikenakan biaya oleh Badan
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Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal karena hanya berhak
mengeluarkan izin reklame/promosi akan tetapi untuk pajak reklame wajib pajak
membayar kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan biaya sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Daerah Nomor 26 tahun 2012.

Pada Dimensi Tingkat Kepatuhan, dilihat dari hasil penyajian data yang
telah penulis uraikan diatas dapat digambarkan bahwa proses komunikasi antara
pembuat kebijakan, implementor kebijakan dan sasaran kebijakan dalam konteks
implementasi kebijakan pajak reklame di Kota Lubuklinggau secara umum
berjalan cukup lancar namun apabila kita melihat dari Dimensi Tingkat

Kepatuhan sepertt :

a) Sosialisasi Pajak Reklame belum berjalan secara optimal dimana pelaksana
kebijakan masih belum bisa memahami secara utuh informasi kebijakan yang
harus mereka laksanakan dikarenakan masih minimnya keinginan masyarakat
untuk mengetahui secara mendalam mengenai sosialisasi pajak daerah baik
pajak reklame maupun pajak-pajak lainnya.

b) Proses pembuatan Izin Reklame, bahwa setiap calon wajib pajak harus
mengikuti aturan / prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau, baik dari

verifikasi data maupun syarat-syarat lainnya

¢) Bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengatur mengenai
Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan reklame yaitu melalui

Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2011 dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
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Pemungutan Pajak daerah dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor

26 tahun 2012.

d) Pembiayaan Pajak Reklame dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembuatan

izin reklame tidak dikenakan biaya atau retribusi akan tetapi untuk pajak

reklame itu sendiri wajib pajak membayar kepada Dinas Pendapatan Daerah

dengan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 dengan

Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Daerah Nomor 26 tahun 2012.

4.3.2.Rutinitas Fungsi

Tahapan ini merupakan salah satu program yang harus dijalankan agar

tercapainya tujuan sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat di

tandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang di hadapi.

a. Sarana Fasilitas Pendukung Pembuatan [zin Reklame dan Penerbitan Pajak

Reklame

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu

yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Artinya

sarana merupakan faktor penunjang yang penting dalam pelaksanaan program

pembuatan izin pajak reklame dan penerbitan pajak reklame.

Alat Kelengkapan Pelayanan Izin Reklame

Tabel 4.4

No.

Nama Alat

Jumlah

Pc Client
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2. Kamera
3. Kendaraan
4. Alat ukur Meteran

5. Alat Tulis (Pena dan Buku)

Sumber data primer (diolah) BPPTPM 2015

Tabel 4.5
Alat Kelengkapan Penerbitan Pajak Reklame

No. Nama Alat Jumlah
1. | Pc Client 2
2. | Kendaraan 1
3. | Alat Tulis 1

Sumber data primer (diolah) Dispenda 2015

426%9.pdf

Dalam pelaksanaannya peneliti merasa perlu untuk melihat lebih jauh

pemakaian atau penggunaan sarana dalam pembuatan izin reklame dan penerbitan

pajak reklame oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada staf

pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai

berikut :

”..sarana yang dimiliki sudah cukup memadai sehingga dalam proses

pengerjaan izin reklame dapat dilakukan dengan baik...”

(wawancara, 8 April 2015)

Dan kemudian wawancara dilakukan kepada staf Dinas Pendapatan

Daerah sebagai berikut :

” ..sarana yang dimiliki

menunjang proses pekerjaan...”
(wawancara, 14 April 2015)
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sekarang

cukup baik

sehingga sehingga



42658.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42658.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42658, pdf

Guna mendukung suksesnya kegiatan di lapangan perlu dukungan sarana
dan prasarana yang memadai ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan
baik itu dari pihak fiskus maupun dari pihak wajib pajak itu sendiri. Selama ini
kenyataan yang ada di lapangan pihak fiskus dalam hal ini pihak DISPENDA dan
BPPTPM Kota Lubuklinggau memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas
sekali, sehingga ada perlu sedikit perhatian guna mendukung kegiatan dilapangan
guna tercapainya tujuan yaitu target penerimaan pajak reklame. Prasarana yang
dimiliki Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal kurang baik mengapa dikatakan kurang baik karena Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal baru terbentuk pada tahun
2014 yang mana sebelumnya belum tergabung dengan Penanaman Modal
sehingga fasilitas ruang kerjanya menjadi lebih sempit dan kurang leluasa begitu
juga dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk ruangannya masih harus berbagi
dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah jadi dalam menjalankan tugas dan
fungsinya masing-masing kedua instansi tersebut kurang representatif dan kurang
dapat menunjang semua proses kegiatan baik pelayanan terhadap masyarakat
maupun antar instansi itu sendiri.

Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2002: 137), fasilitas fisik
merupakan sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin
mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang dilakukan, dan
mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa
bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa
perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan

berhasil.
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Tabel 4.6 Temuan dari Dimensi Rutinitas Fungsi — Prasarana Pendukung

No.

Temuan dari Dimensi Rutinitas Fungsi

Ket.

Pentingnya

Bentuk

Sebab-Akibat

Prasarana
Pendukung

Gedung

instansi itu sendiri

Belum baiknya prasarana
yang dimiliki secara tak
langsung mempengaruhi
kinerja masing-masing

sehingga hasil yang di
dapat kurang maksimal
dalam mencapai sasaran

C.

Staf Pelayanan Pembuatan Izin Reklame (perizinan)

Staf bertugas membantu pimpinan dalam melancarkan tugas-tugas suatu

organisasi dalam memberikan pelayanan untuk seluruh lini dan unsur organisasi.

Fungsi utama ialah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam bentuk

kegiatan-kegiatan operasional bukan memberikan saran atau pertimbangan.

Tabel 4.7
Daftar staf Pelayanan Izin Reklame

No Nama Bidang Golongan
1. Firmansyah, SE Perizinan Usaha J b

2. Fadliansyah, SH Perizinan Usaha 111.b

3. Jumakir Perizinan Usaha ILb

Sumber : BPPTPM (diolah) 2015
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Tabel 4.8

Daftar staf Penerbitan Pajak Reklame
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No. Nama Bidang Golongan
) o Pemantauan, pengembangan
1. Diyah Ariyani, SE [IL.b
dan Penyuluhan
2. Muhammar Kadaffi, SH | Pemeriksaan dan Penetapan IILb
Pendataan dan Pengolahan
Neni Cornelis, S.Sos I1L.b
3. data
o Pendataan dan Penetapan
4. Dekki Rismarna, SH ) IIl.a
Pajak
s Evan Riadi Hempi, Pendataan dan Penetapan m
. .a
S.Kom Pajak
6. Husnaini, SE Pemeriksaan dan Penetapan [Il.a
. Ahmad Wahyu Redi Pemantauan, pengembangan TKS
. Anggara dan penyuluhan
S
_ Pemantauan, pengembangan
8. Suryani TKS
dan Penyuluhan

Sumber : Dispenda (diolah), 2015

Hasil wawancara dengan kepala Sub. Bidang Pengolahan dan Penerbitan

Perizinan Usaha.

”..pada bidang kami masih kekurangan SDM khususnya staf tenaga

lapangan ...”

(wawancara, 8§ April 2015)

Dan selanjutnya peneliti mewawancarai kepala Bidang Pendataan dan

Penetapan Pajak dan retribusi sebagai berikut :

»..dalam hal staf bidang kami kekurangan tenaga lapangan sehingga
terkendala dalam memonitoring reklame yang ada..”

(wawancara, 9 April 2015)
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Berkaitan dengan sumber daya kebijakan, untuk menunjang keberhasilan
implementasi Perda No 10 Tahun 2011, sumber-sumber kebijakan layak
mendapatkan perhatian yang sehingga dapat mendorong dan memperlancar
implementasi yang efektif. Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pendapatan
Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Kota
Lubuklinggau dapat diketahui bahwa kemampuan atau kompetensi yang
menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari pada
Seksi Pelayanan Perizinan dan Seksi Peuerbitan Pajak Reklame, Berdasarkan
hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan
Retribusi dan Kepala Sub. Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha
Kota Lubuklinggau, peneliti memperoleh keterangan bahwa petugas pada Seksi
Pelayanan Perizinan Reklame Dan Seksi Penerbitan Pajak Reklame bahwa
pengawasan terhadap objek-objek pajak sangat kurang dikarenakan kurangnya
petugas pengawasannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Peneliti menganalisis bahwa masih kurangnya aparat yang melakukan
pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis pemasangan reklame di Kota
Lubuklinggau. Berdasarkan analisis peneliti bahwa kemampuan atau kompetensi
pegawai terutama ketelitian pada saat melakukan pengawasan terhadap lokasi-
lokasi pemasangan reklame sangat berpengaruh terhadap pendataan reklame yang
terdaftar dan tidak ada yang lolos pajak sehingga penerimaan target pajak rekiame
meningkat. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam hal Sumber Daya Manusia
(SDM) / staf pelayanan baik pelayanan izin reklame dan Penerbitan pajak reklame
masih kekurangan dapat dilihat pada daftar staf diatas baik Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah,
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sehingga menjadi suatu masalah baik dalam pembuatan izin reklame maupun

dalam memonitoring reklame-reklame yang sudah ada.

Tabel 4.9 Temuan dari Dimensi Rutinitas Fungsi — Staf Pelayanan Penerbitan

Izin Reklame

Temuan dari Dimensi Rutinitas Fungsi

No. Ket.
Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Staf pelayanan Sumber Daya Masih kurangnya SDM
penerbitan izin Manusia (SDM) | merupakan salah satu
reklame penghambat dalam proses

pembuatan izin reklame,
pengendalian maupun
pengawasan reklame itu
sendiri sehingga menjadi
salah satu faktor
penghambat dalam
mencapai sasaran

Pada Dimensi Rutinitas Fungsi (Smoothly Function Routines) dari
penyajian data tergambar dapat dilihat hasil penyajian data yang telah penulis
uraikan sebagai berikut :

a) Sarana fasilitas pendukung penerbitan izin pajak reklame cukup baik sehingga
dalam proses penerbitan izin pajak reklame menunjang kelancaran proses
pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

b) Prasarana Pendukung, masih kurang memadainya prasarana yang dimiliki bisa
dilihat dari masih berbaginya gedung Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mana
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secara tak langsung mempengaruhi kinerja masing-masing instansi itu sendiri

sehingga hasil yang di dapat kurang maksimal.

c) Staf pelayanan penerbitan izin reklame, masih kurangnya SDM merupakan
salah satu faktor penghambat baik dalam proses pembuatan izin reklame,

pengendalian maupun pengawasan reklame itu sendiri.

4.3.3.Kinerja dan Dampak

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif
proses implementasi dan perspktif hasil. Pada perspektif proses, program
pemerintah dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup
antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat
program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil

manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan.

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peneliti melakukan studi dokumentasi ke Dinas Pendapatan Daerah
dengan menemui kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi dengan

hasil sebagai berikut :
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”...pada tahun 2014 pembuatan izin reklame berjumlah 142 izin/promosi,
sebanyak masyarakat/calon wajib pajak membuat 1zin pajak reklame
sebanyak itu juga izin reklame/promosi yang dikeluarkan..”

(Wawancara, 9 April 2015)

Pada Dimensi Kinerja dan Dampak, dilihat dari hasil penyajian data yang

telah penulis uraikan diatas dapat digambarkan bahwa :

a) Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan pendapatan
asli daerah salah satunya melalui pajak Reklame yang mana realisasinya
melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kota Lubuklinggau.

b) Diperolehnya jumlah izin reklame yang akurat yang dikeluarkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubukiinggau.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN
a. Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau mengalami

kendala sebagai berikut :

1) Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan manfaat dari
sosialisasi izin pajak reklame.

2) Prasarana (gedung) yang kurang memadai dan kurang kondusif baik
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan
Dinas Pendapatan Daerah.

3) Kurangnya tenaga teknis (SDM) di lapangan baik pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal maupun Dinas

Pendapatan Daerah.

b. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ini adalah
1. Tingkat Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
Perspektif pertama (compliance perspective) memahami keberhasilan
implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para
implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam
dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan
pemerintah atau program).

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
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Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas
fungsi dan tidak ada masalah-masalah yang dihadapi; (dalam Akib,
Header.Jurnal Adminstrasi Publik:Volume 1 (nomor 1) tahun 2010
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada
implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki
dari  semua  program-program  yang  dikehendaki.  (dalam
akib.Haedar.Jurnal Administrasi Publik: Volume 1 (Nomor 1) tahun

2010).

5.2 SARAN

Dari analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan Implementasi
Kebijakan Pajak reklame di Kota Lubuklinggau dapat disampaikan saran sebagai
berikut :

1. Dalam pelaksanaan sosialisasi perlu dilakukan secara berkesinambungan
atau berkelanjutan serta peserta diminta berperan aktif dan mewakili wajib
pajak agar informasi yang disampaikan melalui sosialisasi tersebut benar-
benar dapat diterima langsung oleh masyarakat.

2. Agar Pemerintah Daerah membuat adanya aturan yang jelas mengenai
sanksi atas pelanggaran reklame atau reklame yang tidak memiliki izin dan
bagi Dinas Pendapatan Daerah membuat petunjuk teknis mengenai tata

cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap pajak reklame
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3. Agar Pemerintah daerah lebih memperhatikan permasalahan prasarana
karena prasarana berperan penting dalam menunjang kelancaran proses
kegiatan baik bagi masyarakat maupun instansi itu sendiri

4, Agar instansi yang berwenang atau terkait khususnya pada bidang
kepegawaian untuk mengevaluasi kebutuhan staf pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



426Hp.pf

DAFTAR PUSTAKA

Aminullah, 2001. Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Abidin. Zainal. 2006. Kebijakan Publik.Jakarta:Suara Bebas

Alfatih.Andi. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Bandung: Unpad Press.

Arikunto, Suharsimi 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta:RinekaCiptaKarya

Agustino.Leo.2006. Proses Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Abdul Wahab. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara

Dye, Thomas R. 1992. Understanding Public Policy, New Jersey:
Englewood Cliffs.

FEdward C George. 1980. Impelementing Public Policy. Washington DC:

Congressional Quartely Inc.

Grindle, Merilee S.1980. Politics and Policy Implementation In the Thrid
World, Princton Universty Press, New Jersey.

Gunawan.Imam.2014. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik),

Jakarta: Bumi Aksara.

Hughes, Owen FE.1994. Public Management & Administration: An

Introduction London: The Macmililan Press Ltd.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



426%85pdf

Hill, Michael 1993. Implementing Public Policy. Sage, 202.

Islamy. M.I. 1997. Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara.

Lubuklinggau Dalam Angka Tahun 2014.

Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mazmanian, Daniel A and Paul A Sabatier. 1983. Implementation and Public

Policy, Scott Foresman and Company, USA.

Muhadjir, Noeng.2000. Metode Penilitian  Kualitatif. ~ Bandung
PT.Rusdakarya.

Nugroho.R. 2004. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi).

Jakarta: Gramedia.

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerabh.

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2014 Tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

Suharto. E 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Winarno. B 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses, Studi Kasus).

Yogyakarta:BukuSeru.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	456



